TUPOKSI, VISI MISI

Beberapa tugas Bawaslu Povinsi diantaranya melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terkait
pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat
provinsi, mencegah terjadinya politik uang di wilayah provinsi, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta
dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di
wilayah provinsi, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggara Pemilu di wilayah provinsi, mengevaluasi pengawasan
Pemilu di wilayah provinsi, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu,
Bawaslu Provinsi juga bertugas mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya
berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Dalam melakukan pencegahan
pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas mengidentifikasi dan memetakan
potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi, melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah
terkait, menungkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi, serta melakukan koordinasi,
supervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat provinsi.Dalam melakukan
penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsikepada
Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemlu di wilayah
Provinsi, menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi, memeriksa dan mengkaji
dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi dan pelanggaran administrasi Pemilu, serta merekomendasikan tindak lanjut
pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah povinsi kepada Bawaslu.Dalam melakukan penindakan sengketa proses
Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi,
memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi, melakukan mediasi
antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi, melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi
apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di
wilayah provinsi.

Disamping tugas-tugas yang ada, Bawaslu Provinsi berwenang menerima dan menindakanjuti laporan yang berkaitan
dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu,
memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan
pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang. Bawaslu Provinsi juga berwenang menerima,
memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.
Bawaslu Provinsi berwenang merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas
semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, mengambil
alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban bawaslu Kabupaten/Kota setelah mndapatkan pertimbangan Bawaslu
apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka
pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi, mengkoreksi
rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan wewenang lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu proovinsi berkewajiban bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengwas Pemilu pada tingkat di bawahnya, menyampaikan laporan hasil
pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan keputusan,
menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU
Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi, mengawasi pemutakhiran
dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data
kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Provinsi berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :Bawaslu Provinsi bertugas:melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah
provinsi terhadap:

pelanggaran Pemilu; dan

sengketa proses Pemilu;

mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:

pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;

pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;

penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;

pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;

penghitungan suara di wilayah kerjanya;

pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat basil penghitungan suara dari TPS sampai
ke PPK;

rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;

pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;

mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;

mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017;

mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah. provinsi, yang terdiri atas:

putusan DKPP;

putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten /Kota;

keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam
kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

e mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;

mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi
bertugas:

e mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;



mengoordinasikan,menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah
provinsi;

melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas:

menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etk
Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;

menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;

memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;

memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan

merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.
Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas:

menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;

memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;

melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;

melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan
sengketa proses Pemilu; dan

memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

Bawaslu Provinsi berwenang:

VISI

menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;

memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan
pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017;

menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di
wilayah provinsi;

merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang
dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017,
mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan
pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan
penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;

mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat
hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Provinsi berkewajiban:

bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di
bawahnya;

menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik
dan/atau berdasarkan kebutuhan;

menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh
KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;

mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi
dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

VISI dan MISI BAWASLU

Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya

MISI

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yvang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;

2. Meningkatkan kualitas penindakanpelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;

3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;

4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi,

efektif, transparan dan aksesibel;

5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu,

melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik

dan bersih.



